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KATA PENGANTAR

Apresiasi yang tinggi terlebih dahulu kami sampaikan 
kepada para penulis yang terlibat dalam penyusunan buku 
ini. Buku yang memuat hasil penelitian dan analisis terhadap 
berbagai isu strategis dan perlu mendapatkan perhatian 
parlemen ini merupakan buah karya para Analis Legislatif dari 
Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. 
Kami juga mengapresiasi para penulis, karena penugasan kepada 
mereka untuk menindaklanjuti permintaan Alat Kelengkapan 
Dewan dalam hal ini Komisi VI terkait kebijakan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) bagi peguatan BUMN, bukan hanya 
terlaksana dengan baik, pada akhirnya juga membuahkan hasil 
dengan terbitnya buku ini.    

Kami tentu berharap buku yang memuat tulisan 
mengenai efektifitas PEN bagi BUMN ini, dapat menjadi bahan 
pengetahuan dan informasi yang berharga bagi pembaca yang 
berminat pada isu-isu keparlemenan. Secara khusus, kami juga 
berharap buku yang memuat tulisan para Analis Legislatif ini 
dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi Anggota 
DPR RI dan juga berkontribusi guna mendukung pelaksanaan 
tugas dan fungsi DPR RI. 

“Tak ada gading yang tak retak”, buku yang memuat tulisan 
para Analis Legislatif ini mungkin masih banyak kekurangan 
dan belum bisa memenuhi harapan pembaca. Oleh karena itu, 
kritik dan saran perbaikan kami harapkan agar produk-produk 
hasil analisis para Analis Legislatif ke depan, termasuk buku, 
menjadi lebih baik lagi secara kualitas. Kami persembahkan 
buku ini. Selamat membaca!

Kepala Pusat Penelitian   
Badan Keahlian Setjen DPR RI

Achmad Sani Alhusain, M.E., M.A. 
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PROLOG 

PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL 
DALAM PENGUATAN BUMN

Carunia Mulya Firdausy

Pendahuluan 

Pandemi Corona virus disease (Covid-19) yang terjadi 
di Indonesia pada awal tahun 2020 telah menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi  sebesar 
2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, 
kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha 
transportasi dan pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara 
itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi.  
Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan 
kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor 
Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi 
sebesar 14,71 persen (BPS, 2021).

Salah satu kegiatan usaha yang terdampak buruk akibat 
pandemi Covid-19 tersebut yakni kegiatan usaha yang dikelola 
oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Buruknya kinerja 
keuangan BUMN sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB) maupun pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPKM) untuk memerangi pandemi 
Covid-19. Kebijakan ini berimplikasi membatasi mobilitas 
masyarakat sehingga memengaruhi aktivitas operasional BUMN 
di satu pihak dan penurunan aktivitas pengguna layanan BUMN 
di lain pihak.  BUMN yang terdampak dimaksud antara lain PT 
Krakatau Steel Tbk, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk atau 
disingkat GIAA, PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Perum 
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Perumnas (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).  
Menariknya, diantara BUMN di atas, terdapat BUMN 

yang memiliki kinerja keuangan “buruk” sebelum pandemi 
Covid-19 terjadi.  PT. Krakatau Steel, misalnya, selama lima 
tahun terakhir menderita kerugian usaha.  Pada tahun 2016, 
kerugian usaha yang dialami BUMN ini yakni sebesar USD 
180,7 juta. Kemudian, pada tahun 2017 kerugian perusahaan 
ini meningkat tajam menjadi sebesar USD 917,7 juta. Kerugian 
tersebut terus berlanjut pada tahun 2018 dan 2019 dengan nilai 
sebesar USD 167,5 juta dan USD 505,4 juta. Kinerja keuangan 
merugi juga dialami  PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. BUMN 
ini  dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren pendapatan 
(revenue) yang relatif menurun, dan bahkan net income sempat 
mengalami kerugian di tahun 2017 dan 2018. Bahkan BUMN 
ini dinyatakan tidak sehat dengan penilaian “CCC” pada tahun 
2017 (Damayanti et al. 2019).

Menyikapi dampak kerugian yang lebih buruk pada 
BUMN dan dalam upaya penyelamatan perekonomian nasional 
dari dampak pandemi Covid-19, pemerintah menetapkan  paket 
kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Paket program 
PEN ini dirancang untuk memulihkan ekonomi Indonesia 
dengan melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin serta 
mendukung dunia usaha agar tidak makin terpuruk. Dana yang 
dialokasikan pemerintah dalam  program PEN yakni sebesar 
Rp 695,2 triliun untuk tahun fiskal 2020. Dana alokasi program 
PEN difokuskan pada enam bidang dengan perincian bidang 
kesehatan sebesar Rp 97,26 triliun, bidang perlindungan sosial 
senilai  Rp. 234,22 triliun, dan bidang pemerintahan (seperti 
Kementerian dan Lembaga- K/L dan Pemerintah daerah) 
sebesar Rp 65,97 triliun. Sedangkan sisanya yakni untuk 
pembiayaan korporasi Rp 62,22 triliun, UMKM Rp114,81 triliun, 
dan insentif usaha Rp120,6 triliun (Astrid Faidlatul Habibah et 
al., 2021).
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Khusus untuk BUMN, pemerintah mengalokasikan dana 
sebesar Rp 19,7 triliun sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK/06/2020 tentang 
Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional. PMK 118/2020 ini merupakan aturan 
turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 
untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/
atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi 
Nasional.  

Melalui payung hukum tersebut, ada lima BUMN yang 
mendapatkan dana dari pemerintah, yaitu PT Krakatau Steel 
Tbk (KRAS) senilai Rp 3 triliun, PT Garuda Indonesia Tbk 
(GIAA) sebesar Rp 8,5 triliun, PT Perkebunan Nusantara 
(Persero) sebesar Rp 4 triliun,  PT Kereta Api Indonesia (Persero) 
Rp3,5 triliun, dan PT Perum Perumnas (Persero) yakni Rp 650 
miliar. Pertanyaannya, lantas bagaimana efektifitas Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional bagi penguatan ke lima  BUMN 
tersebut? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka buku ini 
ditulis. Apalagi analisis dan pembahasan berbasis peelitian 
terkait Efektifitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi 
penguatan ke lima  BUMN nyaris belum banyak diketahui 
secara luas dan lengkap. Oleh karena itu, urgensi penulisan 
buku ini disebabkan paling tidak alasan berikut. Pertama, dana 
talangan untuk BUMN dalam program PEN telah menimbulkan 
pro-kontra dalam masyarakat. Kedua, masyarakat secara luas 
belum memiliki pengetahuan dan informasi yang lengkap 
tentang efektivitas PEN bagi penguatan ke lima BUMN. Ketiga, 
BUMN sebagai agent of value creator dan agent of development 
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diharapkan mampu berkontribusi untuk terus menguatkan 
perekonomian nasional akibat adanya pandemi Covid-19. 
Bahkan, kehadiran BUMN diharapkan dapat menjadi benteng 
untuk menjaga kelangsungan ketahanan pangan, energi dan 
kesehatan nasional. Keempat, BUMN juga diharapkan dapat 
berkontribusi dalam menarik investasi maupun meningkatkan 
kuantitas, kualitas dan kontinuitas dalam memenuhi kebutuhan 
publik secara inklusif. 

Salah satu hal yang perlu menjadi catatan dalam buku 
ini yakni hasil yang diungkapkan tidak saja berdasarkan studi 
empiris, melainkan juga berbasis pada pengumpulan data 
primer baik melalui focus group discussion (FGD) dengan para 
akademisi/praktisi di pusat maupun di daerah serta bersumber 
dari pemangku kepentingan dari BUMN yang memperoleh 
PEN. Singkatnya, buku bunga rampai yang berbasis penelitian 
ini perlu untuk dibaca tidak saja oleh para peneliti, akademisi, 
praktisi dan masyarakat melainkan juga oleh para pengambil 
keputusan serta berbagai pihak lainnya terkait upaya BUMN 
dalam upaya memulihkan perekonomian nasional akibat 
pandemi Covid-19. 

Uraian Isi Buku

Buku bunga rampai ini disusun dalam 6 Bagian. Diawali 
dengan prolog yang menjelaskan tentang latar belakang dan 
urgensi dari penulisan buku ini. Bagian Pertama ditulis oleh 
Ariesy Tri Mauleny dan Fitra Arsil. Dalam bagian ini diuraikan 
tentang Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
untuk penguatan BUMN. Dalam penjelasannya diungkapkan  
bagaimana pengaruh pandemic Covid-19  berdampak pada 
kontraksi ekonomi nasional, dan apa kebijakan yang dilakukan 
pemerintah dalam pemulihan ekonomi khususnya terkait 
dengan penguatan BUMN strategis serta bagaimana efektivitas 
kebijakan PEN tersebut dalam penguatan BUMN. 
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Hal yang menarik diuraikan disini antara lain yakni 
bagaimana proses pengambilan keputusan dalam menetapkan 
kebijakan pemulihan ekonomi nasional bagi penguatan BUMN 
menghadapi pandemi Covid-19.  Dijelaskan pula bahwa 
program pemulihan  untuk BUMN  selama masa pandemi ini 
dilakukan dengan Penyertaan Modal Pemerintah (PMN), 
investasi pemerintah, serta kegiatan penjaminan dengan skema 
yang ditetapkan pemerintah. Untuk PMN dilakukan melalui 
BUMN yang terdampak pandemi yang ditunjuk pemerintah, 
dengan tetap memperhatikan kriteria dan skala prioritas 
terutama BUMN yang berpengaruh terhadap hajat hidup orang 
banyak dan berdampak sistemik bagi sektor keuangan. Syarat 
lainnya adalah peran BUMN untuk sistem keuangan, jumlah 
saham yang dimiliki pemerintah, serta total aset yang dimiliki 
oleh BUMN tersebut. Selain menyuntik modal, pemerintah 
menyusun sektor prioritas yang diberikan PMN. Sektor yang 
termasuk adalah sektor pangan, transportasi, keuangan, 
manufaktur, pariwisata, dan energi.

Bagian Kedua, Sony Hendra Permana, menulis tentang 
Program PEN untuk Pemulihan BUMN PT Krakatau Steel 
(Persero).  Dalam bagian ini antara lain dijelaskan sejarah 
dibentuknya PT PT Krakatau Steel sebagai latar belakang 
analisis. Dijelaskan bahwa awal dibentuknya perusahaan ini 
yakni sebagai wujud dari pelaksanaan proyek baja Trikora 
yang diinisiasi pada tahun 1960 dengan tujuan mendukung 
perkembangan industri nasional yang mandiri, bernilai tambah, 
dan berpengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Ketika 
dibentuk perusahaan ini bernama Cilegon Steel Mills yang 
merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah Indonesia 
dengan Tjazpromex Pert (All Union Expert – Import Corporation) 
dari Uni Sovyet. Selanjutnya di tahun 1970, perusahaan berubah 
nama menjadi PT Krakatau Steel berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 25 tanggal 31 Agustus 1970. PT Krakatau 
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Steel diberi mandat yang luas untuk membangun industri 
baja nasional di Indonesia. Namun perusahaan ini selama 5 
tahun terakhir sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia 
memiliki kinerja keuangan yang “buruk”.  Untuk meningkatkan 
kinerja keuangan PT Krakatau Steel (Persero) pada masa 
pandemic, pemerintah melalui program penanganan Covid-19 
dan pemulihan ekonomi nasional memberikan dana investasi 
sebesar Rp3 triliun.  

Bagian Ketiga menyoroti tentang upaya invetasi 
pemerintah dan restrukturisasi untuk pemulihan kinerja PT 
Garuda Indonesia. Dalam tulisan setebal 23 halaman, Rafika Sari 
menjelaskan bagaimana kinerja keuangan PT Garuda Indonesia 
sebelum dan dalam masa pandemic Covid-19.  Dari penjelasan 
ini, kemudian dilanjutkan dengan uraian terkait restrukturisasi 
yang dilakukan PT Garuda Indonesia dalam meningkatkan 
pendapatannya dan dukungan pemulihan perusahaan ini serta 
dampaknya bagi PT Garuda Indonesia.

Bagian Keempat menyangkut pembahasan terkait upaya 
PT Kereta Api Indonesia bertahan dan bangkit melalui investasi 
pemerintah dalam PEN. Nidya Waras Sayekti mengawali 
diskusinya dengan menjelaskan sejarah PT KAI, kemudian 
dilanjutkan dengan penjelasan upaya Perusahaan ini dalam 
pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, dan upaya 
perusahaan ini bertahan dan bangkit. 

Bagian kelima mendiskusikan kinerja PT Perkebunan 
Nusantara dalam pengelolaan dana PEN. Niken Paramita 
Purwanto membagi penjelasannya dalam empat bagian. Pertama 
terkait program pemulihan ekonomi nasional diikuti dengan 
program pemulihan ekonomi nasional bagi PT Perkebunan 
Nusantara III (Persero). Kedua, dijelaskan kebijakan strategis. 
Ketiga diuraikan Kinerja usaha PT Perkebunan Nusantara.  
Keempat, disoroti kendala dan solusi penanganan masalah 
yang dihadapi perusahaan ini. 
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Bagian keenam menjelaskan tentang Kinerja Perum 
Perumnas dalam mengelola dana PEN. Dewi Restu Mangeswuri 
mengawali diskusinya terkait PEN untuk Perum Perumnas 
diikuti secara berturut-turut dengan penggunaan dana 
PEN oleh perusahaan ini, permasalahan PEN pada Perum 
Perumnas, dan catatan kesimpulan. Dijelaskan bahwa dana 
investasi Pemerintah kepada Perum Perumnas dalam rangka 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 650 
miliar di tahun 2020. Dana Investasi Pemerintah itu diberikan 
untuk membantu likuiditas perusahaan yang terganggu akibat 
pandemi Covid-19 di dalam memenuhi program Satu Juta 
Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam 
mendukung program ini, Kementerian Keuangan melalui DJKN 
(Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) telah menugaskan 
PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebagai pelaksana 
investasi untuk melaksanakan investasi pemerintah ini. 
DJKN juga berharap Perum Perumnas dapat membuat suatu 
perencanaan yang matang untuk mengelola dukungan yang 
telah diberikan oleh Pemerintah ini secara optimal. PT SMF 
diharapkan juga mampu bersama-sama memonitoring Perum 
Perumnas, sehingga dengan pinjaman ini, dapat memberikan 
dampak positif bagi perekonomian nasional secara umum dan 
masyarakat pengguna secara inklusif. 

Akhirnya, sebagai epilog dari buku ini dijelaskan antara 
lain bahwa efektifivitas dana PEN bagi penguatan ke lima BUMN 
yang menjadi focus kajian ini harus memperhatikan masing-
masing core bisnis BUMN terkait. Dengan kata lain, upaya 
meningkatkan kinerja ke lima BUMN tidak dapat digeneralisir 
antara satu BUMN dengan BUMN lainnya. Perbaikan mindset 
BUMN untuk tetap focus pada kiprahnya secara inklusif dan 
berdaya saing harus diutamakan. 
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Epilog

EFEKTIVITAS PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI 
NASIONAL DALAM PENGUATAN BUMN

Carunia Mulya Firdausy

Pandemi covid-19 telah menyebabkan perekonomian 
nasional terpuruk khususnya pada tahun 2020. Pertumbuhan 
ekonomi nasional yang tadinya menunjukkan kinerja positif, 
namun mengalami kontraksi pada tahun 2020 sampai awal 
tahun 2021. Diantara berbagai kegiatan usaha yang mengalami 
kinerja buruk yakni Badan Usaha Milik Negara. 

Buku ini menjelaskan tidak saja terkait dana investasi 
program pemulihan ekonomi nasional khususnya bagi lima 
BUMN yaitu PT Krakatau Steel Tbk, PT. Garuda Indonesia 
(Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Perum 
Perumnas (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), 
melainkan juga mendiskusikan bagaimana persoalaan yang 
dihadapi oleh lima BUMN tersebut berikut upaya yang 
dilakukan dalam meningkatkan kinerjanya dan berperan dalam 
pemulihan ekonomi nasional.

Beberapa catatan penting temuan dan pembahasan dari 
seluruh bagian dalam buku ini sebagai berikut. 

Pertama, program pemulihan untuk BUMN selama masa 
pandemi dilakukan dengan Penyertaan Modal Pemerintah 
(PMN), investasi pemerintah, serta kegiatan penjaminan 
dengan skema yang ditetapkan pemerintah. Untuk PMN 
dilakukan melalui BUMN yang terdampak pandemi yang 
ditunjuk pemerintah, dengan tetap memperhatikan kriteria 
dan skala prioritas terutama BUMN yang berpengaruh terhadap 
hajat hidup orang banyak dan berdampak sistemik bagi sektor 
keuangan. Syarat lainnya adalah peran BUMN untuk sistem 
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keuangan, jumlah saham yang dimiliki pemerintah, serta total 
aset yang dimiliki oleh BUMN tersebut. Selain menyuntik 
modal, pemerintah  menyusun sektor prioritas yang diberikan 
PMN. Sektor yang termasuk adalah sektor pangan, transportasi, 
keuangan, manufaktur, pariwisata, dan energi. Penyertaan 
Modal Negara sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional 
untuk BUMN ini diperlukan karena ke lima BUMN memiliki 
peran vital dalam perekonomian nasional, termasuk di 
dalamnya pemulihan ekonomi akibat dampak pandemic yang 
mempengaruhi kinerja ke lima BUMN dari berbagai sisi. 

Namun agar program PEN bagi BUMN efektif catatan 
berikut ini perlu diperhatikan. Pertama, kebijakan pemerintah 
dalam memberi dukungan dana PEN sebaiknya diarahkan 
pada BUMN yang memiliki kinerja menjanjjikan. Kedua, 
Pandemi menjadi momen yang tepat untuk dimanfaatkan 
BUMN membersihkan utang yang dimiliknya. Ketiga, semakin 
meningkatnya belanja pemerintah untuk mendukung BUMN 
melebihi peningkatan pendapatan pemerintah, maka kebutuhan 
berutang akan lebih besar, dan berdampak pada semakin 
besarnya defisit anggaran. Kondisi ini hanya akan menambah 
beban APBN dengan semakin besarnya pembayaran bunga 
(interest payment). Untuk itu diperlukan pemetaan terhadap 
BUMN yang disusun berdasarkan BUMN mana yang sangat 
diperlukan saat pandemi, setengah diperlukan, dan yang tidak 
diperlukan ataupun BUMN yang memiliki dampak sosial sangat 
besar bagi masyarakat.

Kedua, PT Krakatau Steel perlu terus berupaya dalam 
meningkatkan kinerja keuangannya dengan adanya dukungan 
dana PEN. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan 
mengendalikan penggunaan dana PEN tersebut hanya 
untuk pemenuhan pemesanan konsumen saja. Yang juga 
perlu diperhatikan yakni melakukan negoisasi ulang kontrak 
pinjaman untuk mengurangi jumlah pokok pinjaman sehingga 
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beban bunga yang ditanggung perusahaan tidak terlalu berat. 
Selain itu, kebijakan efisiensi di seluruh lini, perbaikan bisnis di 
anak perusahaan, dan optimalisasi pada proses penjualan untuk 
mendorong permintaan dan meningkatkan volume penjualan 
perusahaan mutlak diperlukan. 

Ketiga, seperti halnya dengan PT Krakatau Steel, dana 
talangan pemerintah untuk PT Garuda Indonesia tidak akan 
mampu menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan ini.  
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu 
kesiapan pembayaran kedepan utang yang dimiliki perusahaan 
ini.  Hal ini antara lain karena bunga dana talangan lebih tinggi 
dibandingkan pinjaman yang lain. Oleh karena itu, PT Garuda 
Indonesia perlu mengupayakan perpanjangan pengembalian 
dana talangan pemerintah atau melakukan refinancing dengan 
instrumen lainnya, karena diproyeksikan di tahun 2023 belum 
terjadi pemulihan di industri penerbangan.

Keempat, efektifitas penggunaan dana PEN bagi 
PT Perkebunan Nusantara dapat dicapai antara lain jika 
BUMN ini terus melakukan pembenahan dan penyesuaian 
dengan dinamika ekonomi yang terjadi kini dan ke depan. 
Adanya pandemi COVID-19 jangan dijadikan halangan bagi 
perusahaan untuk beroperasi. Holding BUMN ini tetap harus 
giat menjalankan usahanya, merancang beberapa langkah 
jangka pendek maupun jangka panjang agar keberlangsungan 
perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, holding 
Perkebunan Nusantara perlu berupaya terus dikembangkan 
baik melalui respositioning, retargeting, strategic collaboration, 
menambah atau memperbaharui produk atau jasa yang 
ditawarkan (shifting product),  dan percepatan penggunaan 
teknologi digital. 

Kelima, efektifitas dalam pemanfaatan dukungan PEN 
untuk Perum Perumnas tergantung salah satunya pada alokasi 
dana tersebut. Dalam mengalokasikan dana tersebut, Perum 
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Perumnas harus menyesuaikan dengan penyebab dan solusi 
permasalahan pada Perum Perumnas serta memperhatikan 
dukungan dan sinergi dengan ekosistem perumahan yang telah 
ada. Bentuk dukungan kepada Perum Perumnas juga harus 
melihat ekosistem perumahan saat ini yang juga melibatkan 
PT BTN (Persero), PT SMF (Persero), dan Kementerian PUPR. 
Dukungan Kementerian Keuangan untuk modal kerja juga 
harus diarahkan untuk penyelesaian masalah yang terjadi 
di Perum Perumnas. Perum Perumnas perlu memmiliki 
road map yang jelas dan kredibel untuk memastikan bahwa 
ekuitas perusahaan ini dapat menghasilkan sesuatu yang 
bermanfaat. Selain itu, Perum Perumnas diharapkan dapat 
lebih meningkatkan sinergi dengan para pihak dalam ekosistem 
perumahan nasional sehingga dapat lebih berkontribusi dan 
mampu meningkatkan perannya dalam industri perumahan, 
khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak 
bagi MBR. Perum Perumnas juga dapat meningkatkan kinerja 
Perusahaan melalui strategi, transformasi, dan reposisi peran 
Perum Perumnas dalam ekosistem perumahan nasional 
sehingga tujuan pemberian dana investasi pemerintah dalam 
program PEN dapat tercapai. 

Keenam, PT KAI memiliki peran yang sangat besar dalam 
penyediaan layanan transportasi bagi masyarakat. Manfaat KAI 
bagi pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi sangat 
dirasakan. Terbukti dengan tingginya pengguna moda angkutan 
transportasi baik KRL maupun MRT yang didominasi oleh 
pekerja baik formal maupun informal. KAI juga berkontribusi 
besar bagi pertumbuhan sektor logistik dengan semakin 
mudahnya proses distribusi barang ke tangan konsumen melalui 
kereta logistik (Kalog). Bagi sektor pariwisata, kereta api mampu 
menjawab kebutuhan wisatawan melalui kemudahan akses ke 
sejumlah destinasi wisata. KAI menjadi alat konektivitas yang 
fundamental bagi aspek sosial dan ekonomi.
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Untuk lebih mengoptimalkan kontribusi PT KAI tersebut 
dalam pemulihan ekonomi nasional, berbagai langkah yang 
telah dilakukan KAI seperti transformasi digital, organisasi, dan 
proses bisnis perlu terus dioptimalkan.   Diakui langkah-langkah 
adaptif, solutif, dan kolaboratif yang dilakukan KAI tersebut 
telah membuat BUMN ini mampu bertahan dan bangkit selama 
masa pandemi Covid-19 menjadikan KAI berkinerja baik.  Di 
luar langkah tersebut, KAI juga harus mampu menyelesaikan 
kewajiban pengembalian dana PEN sesuai timeline yang telah 
ditentukan dan menyampaikan laporan pemanfaatan dana 
tersebut kepada Kementerian BUMN secara periodik. 

Dari temuan-temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
berbagai pekerjaan rumah harus diselesaikan oleh ke lima 
BUMN. Pentingnya penyelesaian pekerjaan rumah ini diyakini 
dapat membuat dana dalam program PEN yang diberikan pada 
ke lima BUMN efektif di satu pihak, dan membuat kinerja ke lima 
BUMN ini lebih baik dan kuat di lain pihak.  Selain itu, keberadaan 
BUMN ini harus terus diarahkan dalam upaya memberikan 
kemanfaatan tidak saja bagi perekonomian nasional, melainkan 
juga dalam upaya meningkatkan kesejateraan masyarakat 
secara inklusif dan berdaya saing. Semoga. 
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